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Abstraksi
Kata kunci: Partispasi politik Warga (kedaulatan rakyat)
Pada September 1955 pemilihan umum digelar untuk pertama kalinya di Indonesia. Semua pengamat politik mengakui itulah pemilu paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia.Partisipasi politik  warga dalam pemilihan sangat besar hampir 100%. Pencarian bentuk demokrasi baru berkembang seiring dengan percaturan politik. Saat itu Pemilihan umum merupakan satu peristiwa yang sangat diharapkan oleh rakyat, tentunya akan berakibat terhadap kesejahteraan rakyat juga.

Inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, dalam sistem demokrasi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Didalam demokrasi yang maju terjadi jika dalam keterlibatannya rakyat memiliki kesadaran untuk mengubah kondisi yang mendatangkan masalah bagi mereka. Rakyat terlibat dengan cita-cita dan pikiran untuk menciptakan capaian politik yang baik dan bukan semata-mata terlibat tetapi tidak memiliki penjelasan kenapa mereka terlibat
Pendahuluan

1.Latar belakang masalah

Pada September 1955 pemilihan umum digelar untuk pertama kalinya di Indonesia. Semua pengamat politik mengakui itulah pemilu paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia. Partisipasi politik  warga dalam pemilihan sangat besar hampir 100%. Herbert Feith menjelaskan hasil: Hasil Pemilihan itu sendiri merupakan peristiwa yang sangat bermakna. Partisipasi seremonial bangsa yang dilaksanakan dengan penuh martabat dan keseriusan. Pencoblosan dilakukan secara teratur dan bebas ( Koran Pak Oles 16-30 April, hal 4).

Hal itu juga sekaligus mencerminkan keberadaan konstelasi politik baru di era itu. Pencarian bentuk demokrasi baru berkembang seiring dengan percaturan politik. Saat itu Pemilihan umum merupakan satu peristiwa yang sangat diharapkan oleh rakyat, tentunya akan berakibat terhadap kesejahteraan rakyat juga.

2. Rumusan masalah

Berangkat dari sejarah pertama kali pemilihan umum dilaksanakan maka Penulis mencoba membandingkan partisipasi pemilih sejak kran demokrasi di buka pada tahun 1999, 2004 hingga 2009 yang dalam hal ini terjadi gejala menurunnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya pada pemilu. Dari sinilah timbul beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 1999,2004 hingga 2009?

2. Mengapa sampai terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 1999, 2004 hingga 2009?
                                                Pembahasan
1.  Penurunan tingkat partisipasi masyarkat dalam pemilu 1999, 2004 hingga 2009.

Pemilu 9 April 2009 yang lalu banyak mendapatkan sorotan dari para pengamat politik, praktisi bahkan para pengurus partai sendiri, yang paling menyolok adalah semakin rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009. Hal ini bisa dilihat dari data berikut (Jawa Pos 9 mei 2009, hal.2) :
a. Pemilu 1999

    Total pemilih : 118.157.778 pemilih

    Tingkat partisipasi : 92,74%  diantara total pemilih
    Golput : 10,4% diantara total pemilih
b. Pemilu 2004

    Total pemilih : 148.000.369 orang
    Suara sah :113.462.414 suara
    Golput: 34.509.246 suara
c. Pemilu 2009

    Total Pemilih : 171.265.442 orang
     Suara sah: 98.269.205
     Golput: 45.430.646 suara
Dari data yang telah tersaji, seharusnya kita semua prihatin dengan fenomena diatas. Dalam demokrasi dikenal slogan, Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Artinya, dalam sistem demokrasi rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Didalam demokrasi yang maju terjadi jika dalam keterlibatannya rakyat memiliki kesadaran untuk mengubah kondisi yang mendatangkan masalah bagi mereka. Rakyat terlibat dengan cita-cita dan pikiran untuk menciptakan capaian politik yang baik dan bukan semata-mata terlibat tetapi tidak memiliki penjelasan kenapa mereka terlibat.
Bila mengacu pada pasal 28 UUD 45 yang sudah diamandemen bahwa ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” (Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2002 hal.49) artinya hak untuk berpartisipasi sebagai pemilih dalam Pemilu sudah dijamin oleh konstitusi walaupun pada penerapannya hal ini dibatasi oleh UU No.10/2008 tentang Pemilu. Dalam pasal 19 ayat (1) nya dinyatakan ”Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”, dalam ayat (2) nya lebih ditegaskan lagi bahwa ”Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih” (Sinar grafika,2008 hal 15).

Dengan kata lain bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun pada hari H belum atau bahkan namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) akan kehilangan haknya sebagai pemilih. Hal ini sudah berlangsung sekian lama sejak kran reformasi dibuka pada pemilu tahun 1999. Terakhir sejak adanya Mahkamah Konstitusi(MK) gugatan dari partai terhadap penyelenggara pemilu dalam hal DPT sudah tak terhitung jumlahnya. Belum lagi adanya pemilih ganda atau terdapat 2 nama namun orangnya 1 (1 orang pemilih namanya muncul lebih dari 1 kali dalam DPT). Lebih menarik kalau disimak pernyataan ketua MK,  Mahfud M.D bahwa kisruh DPT bukan pelanggaran Pemilu walaupun tetap bisa diajukan ke MK hanya saja tidak dapat membatalkan hasil pemilu karena pelanggaran Pemilu ada 2 yaitu :

a.
 Bila dilakukan aparat secara struktur dan sistematis.

b.
 Bila dilakukan peserta pemilu sendiri(Jawa Pos, Sabtu 11 April 2008)  
2. Beberapa hal yang menjadi alasan semakin menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu pada tahun 1999, 2004 hingga 2009.

Dari data yang tersaji sebelumnya dapat dikatakan bahwa golput(golongan putih) adalah pemenang mutlak utamanya pada Pemilu 2009. Selain alasan teknis Pemilu sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya ada beberapa hal non teknis yang menjadi sebab menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu yaitu :
a. Alasan ekonomi

Sebagian kalangan masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu (golput) sudah semakin sadar bahwa pemilu termasuk pilkada tidak menjanjikan kesejahteraan apapun bagi rakyat. Bagi mereka selama ini terpilihnya para wakil rakyat, kepala daerah, atau presiden dan wakil presiden yang baru tidak membawa perubahan apa-apa yang bisa sedikit saja meningkatkan kesejahteraan rakyat.Padahal sebagaimana disampaikan pengamat politik J. Kristiadi, ”Harapan masyarakat sebenarnya sederhana. Begitu mereka nyoblos atau mencontreng kesejahteraan mereka bisa menjadi lebih baik dengan pemerintahan terpilih. Kenyataannya, ada ruang yang sangat luas dan terkadang manipulatif (menipu, red) antara pemilu dan kesejahteraan itu ”. (Kompas, 2 Febuari 2009).

b.  Alasan ideologis (apatisme masyarakat) 

Bagi calon pemilih yang golput dengan alasan ini pemilu (baca ; demokrasi) tidak akan pernah menjanjikan perubahan apapun. Pasalnya, demokrasi hanya semakin mengokohkan sekularisme. Padahal, sekularisme-lah yang selama ini menjadi biang dari segala krisis yang terjadi. Sekularisme sendiri adalah sebuah keyakinan dasar (akidah) yang menyingkirkan peran agama dari kehidupan (bulletin Dakwah Al Islam edisi 06/tahun XVI).

c. Berubahnya model atau tatacara pencoblosan. 

Pada pemilu 2004 model atau tatacara pencoblosan sudah berganti dengan mencentang atau memberi tanda cawang pada gambar dan nomor caleg dari partai tertentu. Hal ini menjadi kendala tersendiri terutama bagi para manula karena baru pertama kali dan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu (Koran Pak Oles, 16-30 April 2009).
d. Hari pemilihan yang bertepatan dengan menjelang akhir minggu.
Bagi masyarakat perkotaan atau ekonomi menengah keatas, hari pemilihan yang bertepatan pada hari Kamis dimana pada hari itu merupakan hari libur nasional dimanfaatkan untuk acara keluarga (long weekend).

Kesimpulan dan Saran

Pada akhir pembahasan mengenai sejarah semakin menurunnya partisipasi masyarakat didalam menyalurkan aspirasinya utamanya pada Pemilu 2009 dapat ditarik satu kesimpulan bahkan banyak pakar politik yang menyatakan bahwa Pemilu 2009 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia dimana hal seperti ini semestinya tidak terjadi karena dari tahun ke tahun bahkan setelah lebih dari satu dasawarsa seharusnya kualitas bangsa Indonesia dalam berdemokrasi semakin baik, apalagi Indonesia pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara paling demokratis didunia. 

Untuk proses demokrasi (pemilu) pada masa-masa mendatang memerlukan sumbangsih dan pemikiran serta tanggung jawab utamanya pemerintah dan DPR-RI sehingga demokrasi kedepan tidak lagi hanya merupakan prosesi demokrasi semata tapi merupakan demokrasi yang berkualitas seiring dengan partisipasi rakyat dan kesadaran berpolitik yang tinggi terlebih lagi bagi para caleg yang pada masa kampanyenya selalu dan akan selalu mengatasnamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga ritualitas politik setiap lima tahun sekali menjadi proses demokrasi yang berbobot dan di legitimasi oleh rakyat. 
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